
  
  

  
  

 
 
 

PERATURAN BUPATI DEMAK 
NOMOR  41   TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  DEMAK, 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggara 
negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan 
nepotisme (KKN) diperlukan komitmen penyelenggara 
negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak 
dalam hal transparansi kekayaan; 

 
b. bahwa untuk memperkuat komitmen sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dalam pencegahan korupsi 
diperlukan kerja sama sinergis dengan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan 
pelaporan harta kekayaan; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Demak; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
 
 
 

 
BUPATI DEMAK 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4150); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4250) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5698; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  3079); 

 
 
 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4263); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  5135); 

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 
Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah 
Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kabupaten Demak  
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 
6); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak 
Tahun 2008 Nomor 7); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan 
Kelurahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah 
Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 8); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain 
Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten 
Demak Tahun 2008 Nomor 6); 

 
 
 
 
 
 



Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 
tanggal 20 Januari 2005 perihal Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara; 

3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/05/M.PAN/04/2005 
tanggal 21 April 2005 perihal Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara; 

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan 
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah; 

5. Surat Edaran  Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-
07/01/05/2012 tentang Panduan Pengelolaan Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
Badan Usaha Milik Daerah; 

6. Surat Edaran  Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-
08/01/05/2012 tentang Panduan Pengelolaan Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN 
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
  

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Demak. 
4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya 

disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat 
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan 
manapun yang bertujuan meningkatkan daya guna dan 
hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana 
korupsi. 



5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang 
selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar seluruh 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan 
dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. 

7. Inspektorat adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Demak yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Bupati. 

 
BAB II 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 
(LHKPN) 

 
Pasal 2 

Penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Demak wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK 
paling lambat 2 (dua) bulan setelah: 
a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya; 
b. mengalami promosi atau mutasi; dan 
c. pensiun. 

 
Pasal 3 

(1) Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang 
dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN  Model KPK-A. 

(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 4 

(1) Penyelenggara  negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  
Pasal 3 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang 
dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B 
apabila: 
a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama; 
b. mengalami promosi atau mutasi, dan 
c. pensiun. 

(2) Format LHKPN Model KPK-B sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
 
 



Pasal 5 

Penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Demak yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut: 
a. Bupati Demak; 
b. Wakil Bupati Demak; 
c. pejabat struktural eselon II (pimpinan tinggi pratama); 
d. pejabat selaku pengguna anggaran (PA); 
e. pejabat selaku kuasa pengguna anggaran (KPA); 
f. direktur rumah sakit umum daerah sunan kalijaga; 
g. direktur badan usaha milik daerah. 

 
Pasal 6 

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 
pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Demak dibentuk Tim Pengelola dengan susunan 
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.  

                                                   
Pasal 7 

Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri 
dari koordinator LHKPN, administrator LHKPN, dan user 
LHKPN dengan tugas sebagai berikut: 
a. Koordinator LHKPN: 

1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal: 
a) penyampaian dan pendistribusian formulir LHKPN, 

tambahan berita negara (TBN) pengumuman harta 
kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya 
kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan; 

b) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib 
LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan 
harta kekayaannya; 

c) pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan 
bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian 
formulir LHKPN; 

2. menyampaikan data kepegawaian Wajib LHKPN yang 
mengalami perubahan jabatan setiap 6 (enam) bulan 
sekali yaitu pada bulan Juni dan Desember kepada 
KPK; 

3. mengingatkan Wajib LHKPN untuk mematuhi 
kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; 

4. berkoordinasi dengan Inspektorat mengenai kepatuhan 
wajib LHKPN dalam menyampaikan dan 
mengumumkan LHKPN; 
 
 
 
 



b. administrator LHKPN: 
1. melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib 

LHKPN yang mengalami perubahan jabatan pada 
aplikasi Wajib LHKPN; 

2. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan 
pengadministrasian aplikasi Wajib LHKPN. 
 

c. user LHKPN: 
melaksanakan entry data, mutasi data, dan cetak data 
pada aplikasi Wajib LHKPN. 
 

Pasal 8 

Apabila LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dikirim langsung ke KPK, fotocopi tanda terima 
penyampaian LHKPN wajib disampaikan oleh penyelenggara 
negara kepada: 
a. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan LHKPN 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; 
b. Inspektur Kabupaten Demak; dan 
c. pengelola LHKPN masing-masing SKPD. 

 
Pasal  9 

Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai tenggang waktu 
yang telah ditentukan diberi peringatan tertulis sebanyak 2 
(dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) 
hari kerja dan apabila belum menyampaikan LHKPN 
dianggap melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil, sehingga dijatuhi hukuman disiplin ringan. 

 
Pasal 10 

Format peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal  11 

Penyelenggara negara yang sedang menduduki jabatan dan 
belum pernah menyampaikan LHKPN Model KPK-A, paling 
lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku 
wajib menyampaikan LHKPN Model KPK-A. 
 
 
 



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 12 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 
a. Keputusan Bupati Demak Nomor 356/207/2013 

tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan kepada 
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 
(KPK-RI) bagi Pejabat Struktural Eselon II dan Direksi, 
Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; 

b. Keputusan Bupati Demak Nomor 356/232/2013 
tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Demak, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal  13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. 

 
Ditetapkan di Demak 
pada tanggal 28 Agustus 2015 
BUPATI DEMAK, 

ttd 
MOH. DACHIRIN SAID 

 
Diundangkan di Demak 
pada tanggal 31 Agustus 2015 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 
ttd 
SINGGIH SETYONO 
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 41 
 

 
 

 
 
 
 
 

SESUAI ASLINYA 
MENGETAHUI: 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN DEMAK 

ttd 
MUH. RIDHODHIN, SH., MH. 

PEMBINA TINGKAT I 
NIP. 19650330 199603 1 001 


